
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembenrukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam Llngkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 442 lJ. 

4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

.. 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ranggungjawab sosial 
perusahaan di kabupaten Jepara untuk mendukung 
pembangunan ekonomi yang berkelanjuran guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu 
adanya Iembaga yang berperan dalam koorclinasi: 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, rnaka 
diperlukan pengaturan mengenai kornite tanggungjawab 
sosial perusahaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, dan huruf b. perlu 
menetapkan Pe:raturan Bupati tenrang Komite 
Tanggungjawab Sosial Perusahaan; 

BUPATI JEPARA, 

DENG AN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

KOM1TE PELAKSANA TANOGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

TENTANO 

PROVLNS! JAWA 'l'ENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 32 TAHUN 2016 



_ _..::. __ 

Dalam Peraturan trn yang drrnaksud dengan: 
I Dacrah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupau sebagai unsur penyelenggara 

pemenntahan daerah yang memimpm pelaksanaan urusan 
pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom 

3. Bupati adalab Bupati Jcpara. 
4. Perangkat Oaerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupan dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemenntahan yang rnenjadi kewenangan 
Daerah Kabupaten. 

5. Badan Usaha Milik Negara vang selanjumya drsebut BUMN adalah 
badan usaha vang seJuruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

Pasal I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG h:OMTTE PELAKSANA 
TANGOlJNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

5. Undang-Undang Noma. 12 Tahun 2011 tentang 
P=lbentukan Peraruran PC'rundang-Undangan 
(Lenbe.ran Nt'gilra Repubhk Indonesia Tahun 201 I 
Nomor 62, Tambe.ban Lembe.ran Negara Republik 
~ Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonessa Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kah diubah terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 + tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndoneeia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 5679): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ternang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indoneaia Nomor 45781, 

8. Peraturan Oaerah kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Tanggungiawab soerat Perusahaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tehun 2014 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daernh Kabupaten 
Jepars Nomor 2) 



(I) Komite Pelaksana TSP tingkat Kabupaten dibenruk dan ditetapkan 
oleb Bupati. 

(2) Keanggotaan Komite Pelaksana TSP sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) terdi!i dari: 
a. Unsur Pemerintah Daerah; 
b. Unsur Perusahaan; dan 
c Unsur organisasi masyarakar, 

(3) Susunan keanggotaan Komite Pelaksana yaitu: 
a Kerua: 
b Wakil Ketua: 
c. Sekretaris; 

PasaJ 2 

BABll 
PEMBENTUKAN 

~h negara meialui penyertaan seeara Jangsung yang berasal dari 
klsayaan nega.ra yang dipisabkao 

5 3adan Usaha Mtlik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adaJah 
adalah ba.dan usaha yang seluruh arau sebagian besar modalnya 
dixrolilo cl.eh daerah provinsi/kabupaten melalur penvertaan seeara 
langsungyang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 

7. Tanggungjawab Sosial Perusahaan adaJab komitmen perusahaan 
untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan 
guna meningkatkan kualitas kebidupan dan lingkungan yang 
bermanfaai, baik bagi perusahaan, kornurutas setempat, maupun 
masyarakat pada umumnya. 

8. Dana Tanggungjawab Sosial Perusa.haan adalah dana yang berasal 
dari durna usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka 
pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial untuk mendukung 
pembangunan di Kabupaten Jepara. 

9. Kormte Pelaksana TSP adalab organisasi atau forum komunikasi 
untuk melaksanakan program TSP dengan melibatkan pemangku 
kepentingan sebagai wadah komumkasi, konsultasl dan evaluasi 
penyelenggaraan TSP. 

10. Organisasi rnasyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah 
organisasi yang didirikan dan dibenruk oleh masyarakat secara 
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, 
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dnJam 
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

1 I. Perusahaan adalab organisasi yang didirikan oleh seseorang atau 
sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan 
produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis 
rnanusia, yang berke-dudukan di kabupaten Jepara. 

12. Mitra TSP adalah Perusa.haan atau Sadan Usaba yang ada di 
Kabupaten Jepara sebagai penanggung dana TSP. 



(1) Komite pelaksana TSP beriungsi sebagai wadah untuk 
mengakomodfr rencana pelaksanaan program TSP dari rnitra TSP 

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
komite TSP mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Perencanaan; 
b. Fasilltasi: 
c. Koordinasi; den 
d. Monitoring clan E:va!uasi. 

Pasal5 

BABW 
FUNGSI 

(I) Untuk membanru kelancaran pelaksanaan kegiaian Komite Pelaksana 
TSP tingkat Kabupaten, Carnal membentuk dan menetapkan Kormte 
pelaksana TSP tingkat kecamatan. 

(2) Keanggotaan Komite Pelaksana TSP tingkat Kecarnatan terdiri dari: 
a. Unsur kecamatan; 
b. Unsur perusahaan di kecamatan setempat; 
c. Unsur organisasi masyarakar yang diutamakan dari kecamatan 

setempat. 
(3) Susunan keanggotaan Komite Pelaksana TSP tingkat kecamatan yaitu: 

a. Ketua; 
b. Wakil Ketua: 
c. Sekretaris; 
d. Koordinator Bidang Perencanaan; 
e. Koordinator Bidang Komunikasi: dan 
r. Koordinator Bidang Monitoring dan evaluasi. 

Pasal 4 

Untuk mendukung administrasi kegiatan Kornite Pelaksana TSP. Bagian 
Perekonomian dltunjUk sebagai Sekretariat Komite Pelaksana TSP, dan 
Kepala Bagian Perekonom.ian sebagai Sekretaris. 

PasaJ 3 

d. Koordinator Bid.a:ng Perencanaan: 
e Knoniinator Bida:ng KomunikaSJ: dan 
:. i.oordinaror Bldang Monitoring dan evaruaei, 



Bidang penclidikan sebagaimana climaksud dalam Pasal 7 huruf a, 
diarahkan untuk penuntasan wajib belajar 12 ldua betas) tahun. 
penyediaan sarana dan prasamna pendidikan yang layak dan mcmadai 
disemua jenjang pendidikan bark pendidikan formal maupun non formal, 
pcningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan 
kependidikan, pemberian beasiswa, atau kegiatan pengembangan sumber 
daya rnanusia. 

Pasal8 

Sektor yang dibiayai dari dana tanggungjawab sosiaJ perusahaan antara 
lain: 

a. Bidang pendidlkan; 
b. Bidang kesehatan; 
c. Bidang lingkungan; 
d. Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan; dan 
e. Bidang infrastruktur; 

Pasal 7 

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan 
kegiatan sebagai berikut: 

a. lnventarisasi mitra TSP; 
b. Sosialisai kepada mitre TSP mengenai kewajiban TSP; 
c Pcnentuan priontas program kegiaran dart dana TSP; 
d. Sinkronisasi kegiatan dengan SKPD yang dianggarkan dari dana 

TSP; 
e. Kesepakatan prioritas program bersama dcngan mitra TSP. 

Pasal 6 

(JJ ~ranaan pelaksanaan tanggungja\\ab sosial perusahaan 
dilakukan dengan cara: 
a Pendekatan partisipatif; dan 
b. Pendekatan kemitraan. 

(2J Pendekatan parrisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkepenlingan terhadap 
pembangunan yang dibiayai oleb perusahaan. 

(3J Pendekatan kemitraan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf b, 
dilakukan dengan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan 
bersarna dalam mewujudkan manfaat bersama. 

Pasal6 

BAB I\ 
PER.E:NCANMN 



(I) Kornite pelaksana TSP melakukan verifikasi terhadap program yang 
disampaikan oleh mitra TSP agar tidak cerjadi duplikasi ant:ara 
program dan mnra TSP dengan kegiatan perangkat daerah~/~d;,;esa.~~=:=:=:====;:=:=~ 

l 'I '$-1'~ I ~;.,..._ .. '"': ~ 
;-~,V\.l.~I.. , r.Ur.i_..:... :, 

Pasal 14 

(I) Komite pelaksana TSP melakukan fasilitasi pelaksanaan program 
kepada mitra TSP. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilaksanakan dengan 
cara mengakomodasi program kegiatan Tanggungjawab Soslal 
Perusahaan yang disampaikan oleh mitra TSP. 

Pasal 13 

BABV 
FASILITAS! 

Bidang infrastuktur sebagaimana dirnaksud dalam Pasa.l 7 huruf e, 
diarahkan untuk peningkatan fungsi sarana dan prasarana lingkungan 
perdesaan dan pengembangan pemukirnan anrara lain penyedlaan listnk 
perdesaan, penyediaan air bersih, pembangunan jalan, jembatan. atau 
pembangunan rumab layak hunl 

Pasal 12 

Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa.l 7 huruf d, diarahkan untuk menmgkatkan pendaparan rnasyarakat 
melalui pengembangan sektor Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
khususnya yang berbasis pada sektor keunggulan komparatif daerah 
mengacu kepada potensi kearifan lokal, dan pengembangan porensi yang 
ada. 

Pasa.l l l 

Bidang bngkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c. 
diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat antara 
lain pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, 
pengembangan penyehatan lingkungan. pengembangan sarana prasarana 
umum, bantuan korban bencana alam, pendidikan dan latihan. banruan 
pelestarian alam, atau proteksi dan restorasi lingkungan. 

Pasal LO 

Bic:'e:::g keseharm sehagaimana dnnaksud dalam Pasal 7 huruf b. 
d'cmhkan pada sa.rana dan prasa.rana. pelavanan kesehatan umum, 
.im:an lain ?u,kesmas, Puskesrnas Pemba.ntu. Poliklinik Kesehatan Desa, 
P.--,A;Ja:-.du atau penmgkaran kualiras tenaga kesehatan 

PasaJ 9 



(ll Komite pelaksana TSP melakukan morutoring clan evaluasi kepada 
mitra TSP secara terpadu dan berkesinambungan. 

(2) Monit.oring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan pada realisasi dan perkembangan program kegiatan 
tanggungjawab sosial perusahaan dari mura TSP. 

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagairoana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan kunjungan langsung pads mnra TSP. 

(4) Dalam hat dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diperoleh mitra TSP yang paling berperan dalam program 
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, dapat diberikan 
penghargaan. 

Pasal 18 

BAB vn 
MONITORING DAN EVALUAST 

(I) Mitra TSP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kegiatan 
tanggung jawab sosial perusahaan kepada Komile Pelaksana TSP 
melalui komite pelaksana TSP kecarnatan srempat 

(2) Penyampaiao laporan sebagaimana dimaksud pads ayat (2) 
dilaksanak.an setiap tahun paling lambat tanggaJ 15 Desernber 

Pasal 17 

Dalam pelaksa.naao program kegiatan tangung jawab sosial perusahaan, 
mitra TSP dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. 

Pasal 16 

Untuk perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tanggung jawab 
sosial perusahaan, Komite pelaksana TSP berkoordinasi dengan mitra 
TSP. 

Pasal 15 

BABVI 
KOORDlNASI 

12) ~ ~ sehagaimana dimaksuri pada ayat (1) dinndaklanjuti 
oes;m l..::scpakaran ant:ara m:itra ISP dan konrite pela.ksana TSP 
..,......gpnai selc:mr yang dibiayai, 

43'j ~m.n sebegaimaoa dimaksud pada ayat (2) diruangk.an dalam 
;i,e:-c_r;uaa.'l sec:ara trnuli$ pembcnan dana tanggungjawab sosia! 
~sabaan dari miO"a TSP seeara sukarela 

.: ?eroyata.an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar 
;eeJ12-. program kegiatan Taoggung jawab Sosral Perusahaan oleh 
=tra TSP 



PENELITI; N ?RODUI< HUKUM 
Jt,f,, r,,N FMl,\F 

1---- 
$E,,r~·.,r [l. - ------+--111~-1 

H KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR .... 

Diundangkan di Jepara 
padatanggal 29 September 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

AHMAD MARZUQI 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 29 September 20.lb 

~I.Uf.i~Tl JEPARA, 

pengundangan 
Berita Daerah 

Agar setiap orang mengetahutnya, memerintahkan 
Peratu.ran Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupar.en Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasa.l 20 

BAB IX 
PENUTUP 

Biaya pelaksanaan kegiatan Komite Pelaksana TSP dibebankan pada 
\nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 19 

BABVJTI 
BIAVA 


